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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN 
URUSAN  PEMERINTAHAN DI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan rancang bangun 
pembelajaran mata diklat dan pembakuan bentuk dan 
penulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan 
yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah, maka perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri  tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah dan Angka Kreditnya; 

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan 
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan di Daerah dan  
Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  MENTERI  DALAM 
NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN DI DAERAH. 

Pasal 1 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Maret 2012 
MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA,  
  
GAMAWAN FAUZI  

  
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Maret 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMIR SYAMSUDIN  
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